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Nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya 
perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan 
organisasi penangkapan yang ralatif sederhana. Kabupaten Pesisir Barat memiliki 
panjang garis pantai lebih kurang 210 km yang terbentang dari Kecamatan 
Bengkunat di bagian selatan sampai Kecamatan Lemong di bagian utara adalah 
merupakan wilayah yang sangat potensial untuk di kembangkan baik di sektor 
kelautan maupun di sektor perikanan. Melihat kenyataan ini, pemerintah daerah 
Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berperan serta 
dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir 
Tengah.  
 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu 
bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam 
meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah dan 
bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di 
Kecamatan Pesisir Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan 
tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah yaitu melakukan pembinaan dan 
pendampingan, memberikan sarana dan prasarana peralatan penangkapan, 
sosialisasi penggunaan peralatan tangkap, dan membantu nelayan dalam hal 
pemasaran hasil tangkapan. Analisis fiqh siyasah telah sesuai dengan siyasah 
tanfidziyyah antara hubungan pemimpin, rakyat dan lembaga dengan 
melaksanakan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsi 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul skripsi ini 
terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab kerangka dalam 
bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari 
penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu 
penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul 
penelitian ini. 
Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul “Analisis Fiqh 
Siyasah Terhadap Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Pesisir Barat dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional di 
Kecamatan Pesisir Tengah” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata 
penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan 
pengertian bagi para pembaca sebagai berikut: 
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan) dan sebagainya agar dapat mengetahui fakta peristiwa yang 
sebenarnya yang berdasarkan sebab musabab dan pokok perkaranya.
1
 
Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik 
membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada 
umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, 
                                                             
1
Sudarsono, Kamus Hukum (Edisi Baru) (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), h. 32 
2 
 
dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan dan sejalan dengan 
ajaran Islam guna mewujudkan kemashalahatan bagi manusia dan 
menghindarkanya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dijalaninya.
2
 
Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat 
adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan 
kewajibanya sesuai dengan kedudukannya yang berkaitan dengan kebijakan, 
strategi, komunikasi, dan sebagai penyelesaian masalah yang dilakukan oleh 
lembaga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
3
 
Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional adalah masalah 
kesejahteraan terkait dengan pendapatan ekonomi nelayan di tataran keluarga 
yang bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut yang memanfaatkan 
sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha 
yang kecil dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana.
4
 
Berdasarkan uraian beberapa istilah yang terdapat dalam judul diatas 
maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah meninjau peran Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan 




                                                             
2
Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin  dan Pemikiran Politik Islam 
(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 11 
3
Soerjono Suekamto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 22 
4
Sastrawidjaya, Nelayan dan Kemiskinan (Jakarta:Pradnya Paramita Jakarta, 2002), h. 12 
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B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Alasan Objektif 
Sebagian masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah bermata 
pencarian sebagai nelayan tradisional, mereka belum sepenuhnya 
mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat 
dalam meningkatkan penghasilan sebagai nelayan tradisional. 
2. Alasan Subjektif 
a. Penulis melihat pokok bahasan dalam skripsi ini relevan dengan disiplin 
ilmu yang dipelajari pada jurusan yang sedang di tempuh saat ini, yaitu 
jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah). 
b. Daerah penelitian sangat mudah di jangkau, sehingga memudahkan 
peneliti untuk mendapatkan data-data yang mendukung baik teori 
(buku-buku) atau data lapangan. 
 
C. Latar Belakang 
Laut Indonesia merupakan salah satu yang paling luas di dunia. 
Keluasannya yang sudah termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
diperkirakan kurang lebih 5,8 juta kilometer dengan panjang garis pantai 
seluruhnya 80,790 kilometer atau 14% panjang garis pantai di dunia.
5
 
                                                             
5
Endri Yunita, Pargito, “Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Pantai Labuhan 
Jukung Krui Pasca Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat”. Jurnal Studi Sosial, Vol. 6 No.1 
(2018), h. 3 
4 
 
Indonesia memiliki sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan 
yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada potensi kelautan. Jumlah 
nelayan Indonesia menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
Tahun 2017 yaitu berjumlah 2,7 juta orang dan hampir 85% nelayan di 




Masyarakat nelayan merupakan bagian salah satu masyarakat 
Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. 
Kebijakan dan implementasi program-program pemberdayaan untuk 
masyarakat nelayan hingga saat ini masih belum optimal dalam pendapatan dan 
kesejahteraan mereka.
7
 Hal ini disebabkan karena belum terealisasikannya 
peran pemerintah daerah dalam meningkatkan  kesejahteraan nelayan 
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak 
Garam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
sesuai dengan kewenanganya menyediakan prasarana usaha perikanan dan 
usaha pengaraman.8 
Fiqh siyasah yang ajarannya karakteristik dan komprehensif, yang 
mencakup segala aspek kehidupan didalamnya seperti pada siyasah tanfidziyah 
yang membahas proses pelaksanaan segala bentuk peraturan yang berfungsi 
                                                             
6
Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan (Yogyakarta: Graha ilmu, 
2006),  h. 3-4 
7
Fanesa Fargomeli, “Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di 
Desa Tiwil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur”. Jurnal Acta Diuma, Vol III. 
No. 3 (2014), h. 1 
8
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pasal 18 ayat (1) 
5 
 
sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan 
masyarakat juga memandang terkait dengan masalah ini.
9
 Hal terpenting yang 
harus diperhatikan oleh pemerintah agar hubungan mereka dengan rakyat 
senantiasa terajut dengan baik adalah berlaku adil dan memerhatikan 
kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisaa 
[4]:58 : 
هَّٱَّإِن َّ۞ ََّّّلل 
م َّم َّيهأ  ك  وا ََّّأهنَّر  دُّ هَّٱَّت ؤه َّمه َّل 
هاأهه ََّّإِلهى  ََّّتَِّىه  اَّلِ إِذه م ََّّوه كه َّك م ىا َّتهح ََّّأهنَّلى اسَِّٱَّهَّبهي ََّّت محه
َّٱبَِّ
د َّل  هَّٱَّإِن ََِّّل َّعه اَّّلل  هَّٱَّإِن ََّّۦ  بِهََِّّيهِعظ ك مَّوِِعم  انهََّّّلل  ِميعه ََّّكه َّ.)٥٨اللّنشـاء:(بهِصير ََّّاسه
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-





Ayat ini berisi perintah Allah Swt agar amanat-amanat itu 
disampaikan kepada yang berhak menerimanya, kekuasaan untuk mengatur 
bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat serta di janjikan 
kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau kelas 
tertentu. 
Masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat 
yang identik dengan nelayan merupakan bagian dari masyarakat terpinggirkan 
yang masih terus bergulat dengan berbagai persoalan kehidupan, baik ekonomi, 
sosial, maupun budaya. Kondisi kehidupan yang memprihatinkan terutama 
secara pendapatan, dengan penghasilan yang selalu tergantung pada kondisi 
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alam, maka akan sulit untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. 
Pembangunan dikawasan pesisir pada umumnya dikaitkan dengan pendapatan 
nelayan yang kehidupannya selalu bergantung pada usaha perikanan.
11
 
Pola hidup masyarakat nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah 
Kabupaten Pesisir Barat dalam menjalani sepanjang tahun yaitu jika sumber 
daya ikan melimpah otomatis mereka bakal meraup keuntungan lewat 
penangkapan,  dan olahan tradisional. Sebaliknya, bila paceklik atau tidak bisa 
melaut karena gelombang air laut yang tinggi mereka tak punya sumber 
penghidupan. Jalan pintasnya mereka mengutang pada juragan atau rentenir. 
Imbasnya, mereka tak pernah naik kelas dari pendapatan rendah.
12
 
Pendapatan rendah pada nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir 
Tengah ini, dimana nelayan bukan karena ketidak mampuan untuk bekerja 
(malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam 
menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si nelayan dapat 
bekerja. Struktur sosial tersebut ternyata tidak mampu menguhubungkan 
masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh 
alam, pemerintah  yakni Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya maupun 
pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat.
13
 
Berdasarkan latar belakang di atas perlu sekiranya diteliti tentang 
peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam 
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meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah 
kemudian di analisis menurut fiqh siyasah. 
 
D. Fokus Penelitian 
Penelitian ini di fokuskan pada peran Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional 
di Kecamatan Pesisir Tengah dan pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan 
penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah. 
 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka 
muncul beberapa rumusan masalah yang akan di teliti : 
1. Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat 
dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir 
Tengah ? 
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan 







F.  Tujuan penelitian 
Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak 
dicapai oleh peneliti, selain itu arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan 
penelitiaan.
14
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan 
yang dirumuskan di atas yakni: 
a. Untuk mengetahui peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir 
Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan 
Pesisir Tengah. 
b. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Kelautan 
dan Perikanan dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di 
Kecamatan Pesisir Tengah.  
 
G.  Signifikasi Penelitian 
Esensialnya suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa 
penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun orang lain. 
Hasil ini diharapkan dapat memberikan maafaat dalam berbagai hal, antara 
lain: 
a. Manfaat Teoritis   
Hasil penelitian ini secara teoritis  diharapkan dapat memberikan 
sumbangsih pemikiran dalam memperkaya wawasan pengembangan  ilmu 
pengetahuan terutama tentang peningkatan penghasilan nelayan tradisional. 
b. Manfaat Praktis 
                                                             
14
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), h. 89 
9 
 
1. Bagi Pemerintah  
Agar mendapat perhatian lebih dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Pesisir Barat terhadap masyarakat  nelayan di Kecamatan 
Pesisir Tengah dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional. 
2. Bagi Masyarakat 
Masyarakat bisa mengetahui pentingnya suatu pemberdayaan yang 
dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat 
dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan 
Pesisir Tengah. 
 
H. Metode Penelitian  
Penulisan karya ilmiah tentu bagian yang tidak kalah penting adalah 
metode penelitian agar dalam pelaksanaan dan hasil penelitian nantinya dapat 
di pertanggung jawabkan kebenaranya secara keilmuan. 
1. Jenis Dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field Research), 
yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada 
responden.
15
 Dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari 
lokasi atau lapangan penelitian, data yang di teliti adalah data dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan penghasilan nelayan 
tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Data 
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diperoleh dengan melalui wawancara dengan nelayan dan Dinas 
Kelautan dan Perikanan secara bebas dan terpimpin namun di pimpin 
oleh kerangka pertanyaan. Sedangkan untuk data sekunder penulis 
mencarinya dari buku-buku fiqh dan buku-buku lainya yang secara 
langsung maupun tidak langsung ada hubunganya dengan pokok 
permasalahan. 
b. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, deskriftif  
yaitu metode mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang 
melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah atau 
memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
16
 Yang disajikan 
dalam bentuk kata dan gambar, berdasarkan pernyataan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa jenis penelitian ini deskriftif kualitatif. 
2. Sumber Data 
Data adalah informasi untuk berpikir gambalang (eksplisit), 
kemungkinan pemecahan persoalan atau keterangan-keterangan sementara 




a. Data Primer 
Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari 
pengumpulan data dilakukan dengan cara empirik yaitu berdasarkan 
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fakta di lapangan melalui wawancara mendalam dengan memberikan 
pertanyaan kepada pihak pihak yang mewakili. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber 
yang telah ada. Sumber data diperoleh dengan cara melakukan studi 
pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data 
sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah 
dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, 
catatan kuliah Undang-Undang Kementrian Kelautan dan Perikanan dan 




3. Populasi dan Sample 
Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam penelitian, 
agar memudahkan penulis dalam menentukan metode penelitian ketika 
dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam 
lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu. 
a. Populasi 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 
memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang 
akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, 
dan sebagainya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah nelayan 
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tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah, dan Dinas Kelautan dan 




Sample adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 
tertentu dan juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan 
dapat di anggap mewakili populasi.
20
 
Tujuan penelitin mengambil sample adalah untuk memperoleh 
keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian 
saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. 
Teknik sampling (pengambilan sampel) yang dipakai adalah 
porposive sampling yakni pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau 
sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dan ciri-ciri 
atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumya. Jadi 
ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi 
dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.
21
 Oleh karenanya agar sangat 
objektif, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu 
mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan 
sampel yang sesuai dengan persyaratan dan tujuan penelitian. Krateria 
yang pantas dijadikan sampel penelitian adalah 9 orang. 
1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Barat 
2. Ketua Nelayan Kecamatan Pesisir Tengah 
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3. Nelayan Tradisional Kecamatan Pesisir Tengah 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau 
keterangan-keterangan  atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh 
elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian
22
 
a. Wawancara (Interview) 
Adapun responden yang di wawancarai atau diminta informasi dan 
data adalah masyarakat nelayan yang mewakili populasi nelayan 
setempat. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat agar 
peneliti mendapatkan data atau informasi terkait peran Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan 
nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah. 
b. Observasi 
Penulis melakukan observasi ke lapangan untuk menggali 
informasi dan data dari masyarakat nelayan melalui pengamatan 
langsung dilapangan agar mendapatkan data atau informasi terkait peran 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat terhadap nelayan 
tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah dalam meningkatkan 
penghasilan nelayan tradisonal. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 
ditujukan pada subjek peneliti namun melalui dokumen-dokumen yang 
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diajukan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, 
catatan kasus dan dokumen lainya.
23
 
5. Pengelolaan  Data 
Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu, 
pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut: 
a. Editing adalah pengecekan data yang telah dikumpulkam karena 
kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis 
dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-
kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat 
koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki. 
b. Tabulasi atau sering diartikan sebagai proses penyusunan data dalam   
bentuk tabel. Pada tahap ini data telah dianggap telah selesai diproses, 
dan oleh karenanya, harus segera disusun kedalam suatu pola format 
yang telah dirancang. Lewat tabulasi data lapangan akan tampak ringkas 
dan terangkum. Tabulasi adalah pekerjaan membuat tabel, jawaban-




6.  Analisis Data 
Analisis data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis 
data dengan menggunakan metode diskriftif kualitatif yaitu data yang 
dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. 
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Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan 
demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan 
gambaran penyajian tersebut. Data mungkin berasal dari naskah wawancara, 
catatan lapangan, vidio, dokumen pribadi dan resmi.
25
 Analisis kualitatif ini 
dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat 
sehingga dapat di tarik kesimpulan yang jelas. 
Analisis kualitatif berarti upaya sistemmatis dalam penelitian yang 
bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 
lengkap keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa 
hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya 
adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintauan peneliti atas suatu 
gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh 
pengetahuan, dalam menganalisis data digunakan kerangka berpikir secara 
deduktif. 
Metode deduktif yaitu suatu cara berfikir yang terangkat dari 
pengetahuan umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum itu, lalu kita 
hendak menilai suatu kejadian yang khusus dari suatu hal atas kasus.
26
. 
Penulis maksud disini yaitu penulis menggambarkan  peran Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan 
nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah. 
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A. Pengertian Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkup 
1. Pengertian Fiqh Siyasah 
Kata fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 
pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Menurut istilah fiqh adalah 
ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah 
yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). 
Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya 
sungguh-sungguh dari para ulama mujtahidin untuk menggali hukum-
hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga 
hukum Islam karena fiqh bersifat ijhatidiyah, pemahaman terhadap hukum 
syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan 
situasi dan kondisi manusia itu sendiri. 
Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping 
mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya 




Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, 
mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan 
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 Pengertian pembahasan ini menisyaratkan bahwa tujuan 
siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 
sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. 
Secara terminologis Abdul Wahhab Khallaf mendifinisikan siyasah 
adalah pengatur perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 
dan kemshalahatan serta mengatur keadaan.
29
 Sementara Louis Ma’luf  
memberikan batasan siyasah adalah membuat kemshalahatan manusia 
dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur 
mendifinisikan siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu yang 
mengantarkan manusia pada kemashalahatan.
30
 
Menurut Imam al-Bujairimi fiqh siyasah adalah memperbagus 
permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka 
untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan. 
Menurut Imam Ibn Abidin mendefenisikan siyasah adalah 
kemashalahatan untuk manusia dengan menunjukannya kepada jalan yang 
menyelamatkan, baik di dunia maupun di akherat. Siyasah berasal dari Nabi 
baik secara khusus maupun umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi 
lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainya. 
Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi 
bukan dari pemegang kekuasaan. 
Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn’ Aqil menyatakan siyasah 
juga suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan 
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dan terhindar dari kerusakan walaupun Rosul tidak menetapkanya dan Allah 
tidak mewahyukanya dan siyasah adalah pengurusan kepentingan-
kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara’.
31
 
Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis siyasah, 
yaitu siyasah dzalimah yang diharamkan syara’ dan siyasah adilah yang 
menegakkan kebenaran, menolak berbagai kejahatan, kerusakan dan 
mewujudkan tercapai nya tujuan syariat. Syara’ berkewajiban untuk 




Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang 
merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang 
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam 
fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam 
yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur 
penting di dalam fiqh siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, 
yaitu pihak yang mengatur dan pihak yang di atur. Dilihat dari unsur-unsur 
yang terlihat dalam proses fiqh siyasah, maka ilmu ini mirip dengan ilmu 
politik, seperti yang dikatakan Wirjono Prodjodikoro bahwa: 
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Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu Negara yang 
perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat akan tetapi, jika dilihat 
dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali 
Syariati, fiqh siyasah syar’iyyah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan 
(khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan 
(ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan 
fungsi pelayanan, bukan pengarahan.
33
 
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah  
Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan 
ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi 
lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang 
pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup 
kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah 
terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. 
Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-
Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup 
kebijaksanaan pemerintah tentang yaitu: 
1. Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-Undangan)  
2.  Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter) 
3. Siyasah Qadha’iyyah (Peradilan)  
4. Siyasah Harbiyyah (Hukum Perang) 
5. Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara).  
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Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang 
kajian, yaitu: 
1.   Siyasah Qadha’iyyah (Peradilan) 
 2.  Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara) 
3.   Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter) 
4.   Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). 
Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang 
berjudul al-Siyasah al-Shar’iyyah lebih mempersempitnya menjadi tiga 
bidang kajian saja, yaitu: 
1. Peradilan (Siyasah Qadla’iyyah) 
2. Hubungan Internasional (Siyasah Idariyyah) dan 
3. Keuangan Negara (Siyasah Maliyyah).
34
 
Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di 
Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh 
siyasah menjadi delapan bidang, yaitu: 
1. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (Politik Pembuatan Perundang-
Undangan). 
2. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (Politik Hukum). 
3. Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah (Politik Peradilan). 
4. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter). 
5. Siyasah Idariyyah Syar’iyyah (Politik Administrasi Negara). 
                                                             
34
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstuaslisasi…. h. 14 
21 
 
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah (Politik Hubungan 
Internasional). 
7. Siyasah Tanfidziyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan). 
8. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik Peperangan).35 
Contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum 
fakultas syari’ah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam empat bidang, yaitu: 
1. Fiqh dustury 
2. Fiqh dawly 
3. Fiqh maliy 
4. Fiqh harbiy 
Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya di pandang 
sebagai pembidangan yang telah selesai. Pembidangan fiqh siyasah telah, 
sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta 
bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam 
fiqh tersebut berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang 
menuntut pengaturan siyasah, dibedakan: 
a. Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara 
dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga 
negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, 
permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara 
pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup 
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pembahasanya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah 
dusturiyyah biasanya di batasi hanya membahas pengaturan dan 
perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 
persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhanya. Contoh negara 
yang menganut siyasah dusturiyyah yaitu negara Indonesia, Iran dan lai-
lain. Misalnya membayar pajak tepat waktu, pembuatan identitas 
kewarganegaraan seperti pembuatan KTP, SIM, dan akta kelahiran. 
b. Fiqh siyasah dauliyyah, dauliyyah bermakna tentang daulat, kerajaan, 
kekuasaan, wewenang. Sedangkan siyasah dauliyyah bermakna sebagai 
kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan 
internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, 
pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu 
juga mengurusi kaum dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan 
sepihak dengan kaum dzimi, hudud, dan qishash. Fiqh yang mengatur 
antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu  
dengan warga negara  dan lembaga negara dari Negara lain. Contoh 
negara yang menganut siyasah dauliyyah yaitu negara Iran, Malaysia, 
dan Pakistan. Meskipun tidak sepenuhnya penduduknya beragama Islam.  
c. Fiqh siyasah maliyyah, fiqh yang mengatur tentang pemasukan, 
pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Maka, dalam fiqh 
siyasah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan 
pemerintahan atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua 
23 
 
kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling 
membantu antar orang-orang kaya dan miskin. Fiqh siyasah ini 
membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk 
mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, antara kesenjangan antara 
orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Adapun negara yang 
menganut fiqh maliyyah adalah semua negara. Contohnya: RAPBN 
(Rancangan Anggaran Pendapatan Negara). 
d. Fiqh siyasah harbiyyah, siyasah yang mengatur tentang peperangan dan 
aspek-aspek yang berhubungan denganya, seperti perdamaian. Fiqh 
siyasah harbiyyah ini meliputi pengertian dari fiqh siyasah itu sendiri 
serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, kaidah-kaidah 
peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan 
jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, 
harta peperangan, dan mengakhiri peperangan melalui perdamaian.
36
 
e. Fiqh siyasah tanfidziyyah, menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam 
Islam dinyatakan dalam istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir 
atau khalifah. Istilah ul al-amir tidaklah hanya terbatas untuk lembaga 
eksekutif saja meleinkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan 
untuk kalangan yang lebih luas lagi. Namun di karenakan praktek 
pemerintahan Islam yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan-
badan di bawah kepala negara yang bertugas melaksanakan perundang-
undangan seperti Diwan al-Kharuj (dewan pajak), diwan al-Ah Das  
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(kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, 
Diwan al-Jund (militer), sahib al-Bait al-Mal (pejabat keuangan) dan 
sebagainya yang telah ada sejak masa ke khalifahan Umar bin Khattab. 
Berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah, umat Islam di Perintahkan untuk 
mentaatinya dengan syarat lembaga eksekutif ini tidak melanggar 




B. Peningkatan Kesejahteraan Menurut Fiqh Siyasah 
Ulil amri adalah sebuah jabatan atau kolektif yang mempunyai 
peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, 
federasi, persekutuan dan bentuk-bentuk lainya. Penguasa mempunyai 
tanggung jawab dan hak politis yang di tetapkan sesuai dengan konstitusi 
sebuah negara. Pemipin suatu negara bertugas dalam mewujudkan 
kemashalatan bagi negara serta megurusi masalah negara demi kemajuan dan 
kesejahteraan rakyatnya. Adanya negara, adalah melalui kontrak sosial atau 
perjanjian atas gelar sukarela.
38
 
Sebagaimana kehidupan masyarakat muslim mengangkat kepala 
negara hukumnya wajib, hal itu bertujuan mengatur rakyatnya supaya dapat 
terbina dengan baik maka di bentuk suatu negara yang berdasarkan Al-Qur’an 
dan maupun sunnah. Memahami makna ulil amri, di kalangan musafir terjadi 
variasi interpretasi. Ahmad Mustapa al-Maraghi menyatakan mereka terdiri 
dari para umara, hakim, ulama, panglima perang dan semua pemimpin rujukan 
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umat dalam masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan kemashalahatan 
umum. Muhammad Abduh menjelaskan mereka adalah al-halli wa al-aqdi 
yakni orang-orang yang mempunyai pengaruh dimasyarakat, semisal panglima 
perang, ulama para pemimpin negara dan tokoh-tokoh bangsa, para pemikir 
partai, dan para pelopor kemerdekaan. 
1. Prinsip-Prinsip Ulil Amri 
Di dalam Al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan 
pedoman bernegara. Diantaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang 
kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus di 
perhatikan dalam kehidupan bermasyarakat seperti di bawah ini sebagai 
dasar dan prinsip ajaran Islam dan kepimpinan negara, sebagai berikut: 
a. Prinsip musyawarah (syuro) 
b. Prinsip ketaatan kepada pemimpin 
c. Prinsip keadilan 
d. Prinsip persamaan 
e. Prinsip kebebasan beragama39 
Prinsip-prinsip kepemimpinan negara yang akan dijelaskan satu 
persatu sebagai berikut; 
a. Prinsip Musyawarah (Syuro) 
Informasi di dalam Al-Qur’an, dalam hal ini pemimpin atau ulil 
amri diharuskan bermusyawarah sebelum memutuskan segala urusannya. 
Prinsip musyawarah ini termasuk penentuan pemimpin negara. Hal ini 
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terlihat ketika Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan pesan tertentu 
bagaimana cara menentukan kepala negara pemerintahan sepeninggal 
beliau. Ayat Al-Qur’an juga tidak menentukan bentuk pemerintahan. 
Cara memilih kepala negara atau pemimpin, dan lain sebagainya. Cuma 
ada ayat yang menyuruh umat islam mengadakan syuro, musyawarah 
dalam berbagai urusan. 
Implementasi musyawarah dalam islam diperlukan jelas oleh nabi 
SAW selaku kepala negara madinah. Bahkan, Nabi telah menjelaskan 
prinsip musyawarah ini sebagai dasar dalam sistem pemerintahanya.
40
 
Praktek musyawarah dalam sepanjang islam mengambil bentuk yang 
berbeda-beda dalam sistem negara monarki Islam masa silam. Misalnya, 
musyawarah dilakukan melalui raja dengan meminta pendapat dari 
pembantu-pembantu dekatnya. Setelah mempertimbangkan pendapat-
pendapat itu, kemudian raja mengambil keputusan. Adapun zaman 
demokrasi republik yang termasuk dalam negara Islam, musyawarah 
dilakukan melalui suatu badan perwakilan rakyat. Daripada itu, cara 
pengambilan keputusan berbeda-beda oleh sebab itu ajaran tentang 
musyawarah bersifat universal. 
b. Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin 
Merupakan suatu keniscayaan dalam negara, bagi rakyatnya untuk 
mentaati penguasa. Disini Undang-Undang politik Islam hanya 
memerintah setiap warga negara untuk mentaati penguasa selama masa 
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pemerintahanya tidak melanggar syariat Islam. Berdasarkan dengan 
prinsip ini sangat jelas bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah anjuran 
dalam Al-Qur’an. 
c. Prinsip Keadilan 
Keadilan merupakan salah satu perintah paling banyak dalam Al-
Qur’an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh suatu pemimpin dalam 
pemerintah. Apapun bentuk pemerintahan itu. Allah Swt memerintahkan 
agar pemimpin menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanaya dan menetapkan hukum dengan benar, dan apabila 
seorang pemimpin mengingkari atau dengan kata lain pemimpin tidak 
berlaku adil maka hukum Allah yang akan memberi pengajaran. 
Seseorang harus berlaku adil seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur’an 
surat Al-Maidah ayat 8: 
 
  َّ َّ َّَّ َّَّ   َّ  َّَّَّ
    َّ َّ َّَّَّ َّَّَّَّ  َّَّَّ
  َّَّَّَّَّ َّَّ َّَّ 
َََّّّ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
41
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Berdasarkan ayat di atas hendaknya seorang penguasa harus 
bertindak adil terhadap rakyatnya, sesuai dengan garis-garis besar haluan 
Islam. Sebagaimana yang dikatakan Al-Mawardi dalam buku 
monumentalnya Al-ahkam as-hulihaniyah menjelaskan bila seorang 
penguasa keluar dari keadilan, maka ia harus di singkirkan dari kursinya 
dan dilarang mentaati perintahnya. 
d. Prinsip Persamaan 
Prinsip persamaan maksudnya setiap individu memiliki hak 
kebebasan dan kewajiban yang sama dan ini tidak memandang perbedaan 
aqidah, nasab, dan lain-lain. Ini terlihat pada suatu ketika seorang wanita 
tertangkap basah saat mencuri, kemudian para sahabat meminta Nabi 
menerapkan hukum potong tangan. Tetapi Nabi murka dan berkata: 
“Demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku 
kan potong tannya” (H.R. Ahmad). 
A. Hasyim dalam bukunya mengatakan bahwa “kemerdekaan 
manusia persamaan hak dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan 
kehidupan politik. Baru terjamin apabila masyarakat manusia itu sendiri 
kuat, sehingga sanggup menjalankan asas-asas yang mulia dan sanggup 
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Islam mengharuskan seorang muslimin untuk menjalankan prinsip 
persamaaan dalam arti luas, tanpa adanya suatu pembatasan atau 
pengecualian dalam bentuk apapun. 
e. Prinsip Kebebasan Beragama 
Dalam memandang kebebasan atau kemerdekaan ini Islam sangat 
menjaminnya, sebab kebebasan adalah fitrah manusia, sehingga tiap 
warga negara untuk berpikir, berbuat, berpendapat selama dalam hal-hal 
yang tidak melanggar aturan. Hal ini dikarenakan kebebasan merupakan 
nilai yang paling berharga bagi manusia yang diciptakan oleh Allah atas 
fitrahnya. 
Undang-Undang politik Islam menjamin kemerdekaan dan 
kebebasan setiap warga negara untuk berpikir, berbuat, berbicara dan 
berpendapat selama dalam hal-hal yang tidak dilarang Al-Qur’an dan 
sunnah. Sebab kebebasan merupakan nilai yang paling berharga bagi 
manusia yang diciptakan Allah atas fitrahnya. Ini dibuktikan oleh Rosul 
saat mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, dimana beliau tidak 
menyalahkan pendapatnya untuk berjihad. 
2. Syarat-Syarat Ulil Amri atau Penguasa 
Al-Qur’an dan sunnah, paling sedikit sebelas syarat ulil amri atau 
penguasa dalam Islam, kesebelas syarat yang dimaksud adalah sebagai 
berikut: 
a. Beragama Islam  
b. Seorang laki-laki 
30 
 
c. Sudah dewasa 
d. Adil  
e. Pandai menjaga amanah dan professional 
f. Kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan berilmu atau 
memiliki wawasan yang luas 
g. Seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara 
Islam 
h. Cinta kebenaran 
i. Mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakya visi, misi dan 
program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur 
dan transparan. 
j. Cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat 
tetapi juga terikat berbagai ajaran dan aturan yang disosialisaikan kepada 
publik 
k. Keturunan Quraisy, suku asal nabi Muhammad Saw. Syarat ini tidak 




Al-Qur’an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang 
harus di tangani. Pemerintahan dalam Islam betanggung jawab penuh dalam 
menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua 
golongan masyarakat. Islam tidak membenarkan pemilikan aset kekayaan 
negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan 
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amanat Islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu 
terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi.
44
 
Kata siyasah juga dapat dilihat dari sisi terminologinya dan disini 
terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang 
mengatakan siyasah berarti mengatur segala sesuatu dengan membawa 
kemaslahatan. Beberapa ahli juga mengartikan sebagai Undang-Undang yang 
dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa 
hal.
45
 Adapun konsep keadilan dalam Islam, yakni menyampaikan amanah 
kepada yang berhak menerimanya, dalam menetapkan hukum maka dengan 
harus seadil-adilnya, memberikan hak kepada yang berhak hal ini sesuai 
dengan Q.S. An-Nissa [4]: 135: 
َّ  َّ َّ  َّَّ َّ َّ  َّَّَّ َّ َّَّ
َّ     َّَّَّَّ   َّَّَّ َّَّ َّَّَّ َّَّَّ
  َّَّَّ  َّَّ  َّَّَّ َّَّ  َّ  َّَّ 
َََّّّ
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-   
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya 
ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 
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Berdasarkan ayat di atas hendak seseorang menyampaikan sesuatu 
berlandaskan keadilan dan penuh tanggung jawab sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fiqh siyasah maliyyah dalam perspektif 
Islam tidak lepas dari al-Qur’an, sunnah Nabi dan praktek yang dikembangkan 
oleh al-khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyyah 
ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah 
masa Nabi Muhammad Saw. Fiqh siyasah maliyyah adalah salah satu bagian 
terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang 
anggaran pendapatan dan belanja negara dalam mensejahterakan rakyatnya.
47
 
Fiqh siyasah maliyyah yang mengatur hak-hak orang miskin, 
mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan 
yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, antara negara dan 
perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan sebagainya. Di 
dalam fiqh siyasah maliyyah pengaturannya di fokuskan juga untuk 
kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.
48
 
Siyasah maliyyah aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan 
dan pengeluaran keuangan untuk kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan 
bahwa kepedulian yang harus di perhatikan oleh para penguasa atau pemimpin 
agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari himpitan 
ekonomi. 
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Al-Qur’an yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. Posisi 
baitul mal sangat penting, baitul mal merupakan lembaga keuangan pada 
zaman Rasulullah. Baitul bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara 
terutama dalam pengeluaraan dan pendistribusianya. Prinsip penting yang 
harus diperhatikan adalah bahwa pengelolaan tersebut harus ditujukan untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan negara
49
. Dalam masa 
pemerintahan khalifah peruntukan masalah-masalah ekonomi apa yang di 
hadapi umat muslim dalam sejarah pemerintahan Islam. Umat Islam harus 
memperhitungkan dan menetapkan kebutuhan negara dan warganya sebagai 
berikut: 
1. Untuk orang-orang fakir miskin. 
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan 
keamanan negara. 
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum. 
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber 
daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas. 
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara. 
6. Untuk pengembangan infrastruktur sarana/prasarana fisik. 
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. 
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